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Abstrak
Adapun yang menjadi Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

penyelesaian konflik yang di lakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah
Daerah Kutai Timur.Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Martadinata
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa obsevasi
wawancara dan dokumentasi. Narasumber ditentukan melalui teknik
Purposive Sampling dengan key informan adalah Kepala Desa
Martadinata dan masyarakat Desa Martadinata data yang
dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian dianalisi. Penéelitian ini
menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Peneliti
mengunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran secara
menyeluruh tentang Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
menyelesaikan konflik tentang usulan pemindahan Dusun Sidrap ke
kota bontang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dan
pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya koordinasi pemerintah
daerah dalam menjalankan kebijakan yang ingin di terapkan. Sehingga
pada saat usulan ini berjalan masyarakat banyak berharap terhadap
pemerintah daerah dan terjadilah konflik antara pemerintah daerah
dan masyarakat. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan oleh
pemerintah daerah namun belum bisa terselesaikan sehingga harus
mengunakan pihak ketiga dan yang berperan sebagai pihak ketiga
adalah Gubernur. Dalam penyelesaian konflik mengunakan tiga tahap
penyelesaian yaitu: Negosiasi Mediasi Fasilitasi
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Resolusi Konflik Masyarakat Sidrap dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur (Auliya)

Pendahuluan

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau
Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia,
Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Barat, dan Sulawesi. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan
kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibu kota Provinsi
ini adalah kota Samarinda. Kalimantan Timur terdiri dari beberapa
Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri
dari beberapa Desa didalamnya. Desa adalah desa adat atau yang di
sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang
untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah Desa yang mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan adalah perangkat Desa. Untuk pengertian perangkat
Desa itu sendiri adalah salah satu organ Pemerintahan Desa, selain
kepala Desa. Sesuai rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6
tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat Desa adalah
pembantu bagi kepala Desa. Dengan demikian, pembangunan dan
pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu
mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan
baru dari masyarakat, sehingga intervenesi dari luar termasuk dari
Pemerintah terhadap masyarakat harus memerlukan proses
pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat
mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara
esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat
dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah
otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari Pemerintah
pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menangani urusan
Pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada
dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk
mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu
kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada
intervensi dari Pemerintah Pusat.

Daerah yang tidak mandiri hanya ketergantungan daerah pada
pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi
daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi
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daerah sangat berpengaruh terhadap pemekaran ditingkat daerah,
diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-semangat daerah
yang ingin memekarkan wilayahnya kemudian adanya kemandirian
terhadap Pendapatan Asli Daerah , walaupun pada akhirnya
permasalahan - permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah
infrastrktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah
induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalah penyerahan
aset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu
menggali sumber Pendapatan Asli Daerah , jadi cenderung memungut
pajak dan retribusi dan sebagainya.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil
pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47
Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten.
Namun sampai saat ini masalah tersebut tidak juga terelasasikan.
Begitu juga seterusnya sampai akan dilakukan PILKADA dan pemilihan
Legislatif selanjutnya.Pemerintah Daerah kutai timur tidak menyetujui
dengan adanya pelepasan wilayah, Karena selain Dusun Sidrap, Desa
Teluk Pandan dan lima Desa lainnya juga ingin masuk menjadi wilayah
kota Bontang dan pelepasan wilayah bukan solusi terbaik dalam konflik
perbatasan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pro dan
kontra antara masyarakat sidrap yang berdomisili kutai timur dengan
pemerintah daerah kabupaten kutai timur. Apabila pemerintah bontang
tetap ingin memasukkan Sidrap ke kota bontang pemerintah kutai
timur mempersilahkan dengan catatan merubah UU No 47 tahun 1999
terlebih dahulu, apabila telah di rubah berarti Pemerintah pusat telah
menyetujui. Timbulnya beban atau perkara di belakang berarti bukan
Pemerintah Daerah kutai timur yang menanggung tetapi dari
Pemerintah Pusat.

Kerangka dasar Teori

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang
berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori
konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial
tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa
perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflikmyang menghasilkan
kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori
konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional
yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang
secara langsung terhadap teori struktural fungsional, karena itu tidak
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mengherankan apabila preposisi yang dikemukakan oleh penganutnya
bertentangan dengan preposisi yang terdapat dalam teori struktural
fungsional. Kalau menurut teori struktural fungsional memandang
masyarakat dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam
kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya.
Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai
dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya.
Kalau menurut teori struktural fungsional setiap elemen atau setiap
institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas maka teori konflik
melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap
disitegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut teori
struktural fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara
informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum, maka teori
konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu
hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan
kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa.

Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang
dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Dengan munculnya
kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang
menguasai alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga.
Pengembangan kapitalisme memperuncing kontradiksi antara kedua
kategori social sehingga akhirnya terjadi konflik diantara kedua kelas.
Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar
secara terus menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum
proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan
social besar, yaitu revolusi sosial. Menurut ramalan Marx kaum proletar
akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan
masyarakat tanpa kelas dan tanpa Negara.

Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf
Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas
organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu
pihak atas pihak lainatas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi
yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan
“Imperatively coordinated associations” (asosiasi yang dikoordinasi
secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-
asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk
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mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai
berkepentingan untuk memperoleh  kekuasaan yang dapat
menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut
Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.
Pokok pikiran yang terkandung menurut teori konflik yang
dikemukakan oleh Dahrendorf adalah :
1. Setiap masyarakat manusia tunduk pada proses perubahan;
perubahan ada dimana-mana
2. Disensus dan konflik terdapat dimana-mana
3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada
disintegrasi dan perubahan masyarakat Setiap masyarakat
didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap
anggota lain
Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam
sosiologi adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut
definisi kerja Coser konflik adalah perjuangan mengenai nilai terta
tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka
dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.
Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak
yang mengakibatkan peningkatkan dalam adaptasi hubungan sosial
atau kelompok tertentu.
Penyebab Konflik
Secara konseptual konflik merupakan pertentangan antara dua
orang atau lembaga, yang disebabkan adanya perbedaan dalam
mencapai kebutuhannya. Oleh sebaba itu konflik merupakan kondisi
dimana tidak ada kepercayaan antarpersonal maupun kelompok yang
ada di masyarakat. Dalam banyak kasus,konflik terjadi karena adanya
berbagai persepsi negative yang berkembang di dalam masyarakat.
Anggota masyarakat diliputi suasana saling curiga, jika terus
berkembang maka hal ini akan menimbulkan disharmona dan krisis
relasi social. ketika telah terjadi krisis relasi social, sekiranya ada
momentum apa lagi jika dibarengi dengan hadirnya provokator
mempermudah timbulnya berbagai konflik, baik dalam bentuk
penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, bahkan
pembunuhan.
Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab
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terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa
timbulnya konflik karena beberapa hal berikut : pertama, teori
hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi
disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan
permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Kedua, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik
terjadi karena posisi-posisiyang tidak selaras dan perbedaan
pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik
disebabkan oleh kebutuahan dasar manusia (fisik, mental, dan social)
yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keempat, teori identitas. Teori ini
berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam,yang
sering berakar pada hilangnya sesuatuatau penderitaan dimasa lalu
yang tidak selesai. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori
ini beasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara
berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori
transsformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh
ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-
masalah social, budaya, dan ekonomi.

Jika kita membicarakan konflik politik, maka akan dibedakan antara
konflik yang positif dan konflik yang negatif :

1.Konflik positif; Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik,
yang biasanya disalurkan melalui mekanisme pengaturan konflik yang
telah disepakati dalan konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah
lembaga- lembaga demokrasi seperti partai politik badan perwakilan
rakyat, pengadilan, pers, dlI.

2.Konflik negatif; konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem
politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional,
seperti kudeta, separatisme, terorime, dan revolusi.

Pengaturan Konflik

Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik yaitu
menghindari (avoidance), pemecahan masalah secara informal
(Informal problem salving), bernegoisasi (negotiation), munculnya
pihak ketiga yang mengadakan mediasi (mediation), kemunculan
puhak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (executive dispute
resolution approach), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang
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dipandang netral (arbitration), intervensi pihak berwenang dalam
member kepastian hukum (judicial approach), dan penanganan oleh
pihak yang memiliki kekuatan legal (extra legal approach).

Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat
bergantung pada 3 faktor yaitu :
1.Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang
terjadi di antara mereka.
2.Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi
secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak- kotak sehingga masing-
masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
3.Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan
pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka
Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu :
1.Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan
berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan
tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksa-
kan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan
bentuk konsiliasi.
2.Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga
(seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang
dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang menda-lam
mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh
mediator ini tidak mengikat mereka.
3.Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir
(yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga
sebagai arbitrator. Contoh pengadilan.

Perilaku konflik merupakan berbagai bentuk perilaku yang
diciptakan seseorang atau kelompok untuk membantu mencapai apa
yang menjadi tujuan, mengekspresikan permusuhan pada musuh atau
pesaing mereka. Perilaku konflik ini bisa dibagi dalam tindakan koersif
dan nonkoersif. Tindakan koersif (coercive action) merupakan bentuk
tindakan social yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu
yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Tindakan koersif
kemudian terbagi menjadi dua yaitu koersif nyata yang muncul dalam
bentuk melukai atau membunuh lawan, bisa juga dalam bentuk
serangann psikologis, sedangkan koersif ancaman berusaha menekan
agar lawan menurunkan keinginan pada tahap tertentu.

Menurut William Hendricks, suatu konflik dapat dikelola dengan
suatu manajemen konflik sosial. Gaya manajemen konflik sosial itu
adalah:
1.Model mempersatukan (integrating);
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Dalam hal ini, terjadi saling menukar informasi, dan saling menjajaki
perbedaan dan persamaan-persamaan

2.Model membantu (obliging);

Model yang memberikan nilai yang tinggi kepada pihak lawan dengan
mengabaikan atau menganggap rendah dirinya sendiri

3.Model mendominasi (diminating); Merupakan lawan dari gaya
obliging

4.Model menghindar (avoiding)

5.Model kompromistis (compromising);

Perhatian atas dirinya sendiri dengan perhatian terhadap orang lain
sama besarnya, yang berlaku adalah prinsip musyawarah (win win
solution)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif
kualitatif. Penelitian yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif
dalam penelitian ini merupakan suatu proses pemahaman analisis
berdasarkan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki suatu
situasi tentang fenomena konflik antar kelompok sosial dan
pengelolannya. Metode penelitian ini digunakan dengan harapan dapat
memberikan data yang jelas dan menarik mengenai temuan dan
keunikan yang ditemukan peneliti dilapangan.

Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun
waktu penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Maret-Oktober 2020

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan
menggunakan beberapa teknik penelitian antara lain penelitian
kepustakaan (Library research), penelitian lapangan (field work
research), penelitian lapangan meliputi : pengamatan, wawancara,
penelitian dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Negosiasi

Upaya penyelesaian konflik oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur
terkait usulan pemindahan dusun sidrap ke Kota Bontang pada
dasarnya Pemerintah Daerah Kutai Timur telah dilakukan melalui
negosisasi. Negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu
dengan cara melakukan rapat dan musyawarah pada hari Kamis, 3
Januari 2019 secara internal antara pemerintah daerah kutai timur dan
pemerintah kota bontang tanpa melibatkan pihat ketiga. Pasalanya,
Pemerintah kabupaten dan DPRD Kutai Timur menyatakan tidak akan
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menyerahkan Dusun Sidrap Desa Martadinata. Selain itu Pemerintah
Kutai Timur menghormati Undang-Undang dan regulasi yang berlaku.
Dari hasil negosiasi tersebut Pemerintah Daerah telah melakukan
diskusi dan memberikan masukan serta pemahaman yang baik kepada
masyarakat namun Masyarakat masih belum puas terhadap masukan
dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kutai Timur. Sebab
selama ini Pemerintah hanya memberikan janji namun tidak
memberikan pelayanan yang terbaik.
b. Mediasi

Akibat dari tidak berhasilnya teknik penyelesaian konflik yaitu
teknik negosiasi, dalam penyelesaian konflik tersebut Pemerintah
Daerah juga menggunakan mediasi yang di mana berkenaan dengan
peran Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam menagani konflik dengan
masyarakat. maka perlu di lakukan langkah-langkah yang baik untuk
mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa
menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam
pertemuan. Dimana pertemuan ini dimanfaatkan oleh mediator untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik
yang terjadi, pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik
lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi.
Pertemuan ini dilakukan pada 3 januari 2019 dan yang menjadi
mediator dari konflik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat
terkait usulan pemindahan Dusun Sidrap Desa Martadinata adalah
Gubernur Kaltim H Isran Noor sebagai penengah dalam penyelesain
konflik tesebut. Gubernur Kaltim melakukan diskusi dan memberikan
pemahaman yang baik kepada masyarakat akhirnya mendapat respon
yang baik dari masyarakat dan hasilnya masyarakat pun mau
menerima saran dari Gubernur Kaltim Namun pada tahap
penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim belum bisa
dikatakan seratus persen terselesaikan karena Gubernur Kaltim belum
mempertemukan kedua belah pihak antara pemerintah daerah dan
masyarakat untuk menyepakati kesepakatan bersama dan Pemerintah
Daerah Kutai Timur menghormati Undang-Undang dan regulasi yang
berlaku. Yakni Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Batas
Kabupaten Kutai Timur dengan Bontang. Akhirnya masyarakat
menghargai apa yang di sampaikan oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor
dengan catatan Pemerintah Daerah Kutai Timur bersedia untuk
memfasilitasi segala aspirasi dari Masyarakat demi kenyamanan
Masyarakat.
c. Fasilitasi

Turut hadir dalam rapat ini Wali Kota Bontang Hj Neni Moerniaeni
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berserta Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Bupati Kutim H
Ismunandar, Ketua DPRD Bontang H Nursalam, Ketua DPRD Kutim H
Mahyunadi, berikut Ketua Komisi | DPRD Kota Bontang Agus Haris
bersama beberapa perwakilan warga Sidrap. Pada rapat tersebut
DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Kota Bontang dan
Pemkab Kutai Timur menjalin kesepakatan bersama untuk
membangun wilayah Kampung Sidrap dan tidak lagi membahas soal
sengketa tapal batas kedua daerah di wilayah itu. Untuk itu DPRD
meminta Pemprov Kaltim, Pemkab Kutai Timur dan Pemkot Bontang
lebih serius merealisasikan kerja sama agar masalah warga Kampung
Sidrap segera selesai. Sementara itu, Ketua Komisi | DPRD Kota
Bontang Agus Haris sepakat penyelesaian sengketa wilayah Kampung
Sidrap melalui mediasi dengan membuat kesepakatan antara kedua
daerah.

Bupati Kutai Timur pernah melayangkan surat yang intinya
mempersilahkan Pemkot Bontang untuk membantu memberikan
pelayanan kepada masyarakat Sidrap dengan pertimbangan wilayah
terdekat. Akan tetapi, DPRD Kota Bontang tidak berani menyetujui
alokasi anggarannya karena berpotensi memicu masalah hukum,
mengingat Sidrap masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ribuan
masyarakat Sidrap sebenarnya menginginkan bergabung dengan Kota
Bontang karena sebagian besar aktivitasnya dilakukan di Bontang,
termasuk urusan pekerjaan. Bahkan, banyak warga Sidrap yang
memiliki KTP Bontang.

Asisten | Bidang Pemerintahan Sekkota Bontang M Babhri
mengakui masalah sengketa tapal batas antara Kutai Timur dan
Bontang di wilayah Sidrap masih menjadi polemik. Hingga saat ini
permasalahan tapal batas antara Bontang dan Kutai Timur tidak
kunjung tuntas. Demi menyelesaikan polemik itu, sejumlah pimpinan
dan anggota DPRD Bontang menyambangi kantor DPRD Kaltim. dan
hasil dari rapat tersebut bahwa Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim akan
berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait usulan pemindahan
dusun sidrap.

Kesimpulan

Dalam hal ini dapat kita ketahui peran Gubernur Kaltim H Isran
Noor sangatlah penting dalam menangani konflik yang terjadi antara
Pemerintah Daerah dan masyarakat, Gubernur Kaltim berhasil merubah
pola pikir dan menset masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang
di buat oleh Pemerintah Daerah. maka dalam hal ini yang dilakukan
Pemerintah Kutai Timur adalah dengan cara bernegoisasi kepada
masyarakat dan melakukan negosiasi yang dilakukan oleh Kepala Desa
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yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua
pihak saling sepakat dan diuntungkan dimana negosiasi dilakukan.
kemudian kedua, dengan cara mediasi yang dimana Gubernur Kaltim
sebagai mediator kepada kedua belah pihak untuk mencari titik tengah
dari konflik yang ada, dan Gubernur Kaltim H Isran Noor juga berperan
sebagai mediasi yang bersifat netral untuk membantu fasilitasi pihak
yang berkonflik dalam menata proses penyelesaian dan untuk
menentukan atau membuat agenda rapat dan musyawarah yang
melibatkan kedua belah. dan hasil dari rapat tersebut bahwa Gubernur
Kaltim dan DPRD Kaltim akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam
Negeri terkait usulan pemindahan dusun sidrap.
Saran
Setelah melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan
skripsi, maka sebagai akhir penulisan skripsi ini perlu kiranya penulis
memberikan saran-saran yang kemudian nantinya dapat dijadikan
bahan pertimbangan dan motivasi untuk :
1.Pemerintah Daerah Kutai Timur
Harus melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat
Sidrap apabila ingin membuat kebijakan yang menyangkut dengan
masyarakat agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan yang
serupa.
2.Pemerintah Desa Martadinata
Sangat berperan dalam proses penyelesaian konflik, sehingga
kedepannya pemerintah desa perlu memberikan pemahaman kepada
masyarakat yang belum terlalu memahami atau mengerti apa fungsi
dan tujuan dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah.
3.Bagi masyarakat
Diharapkan kepada masyarakat penelitaian ini di jadikan sebagai acuan
agar tidak terjadi perbedaan pendapat
4. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat di kembangkan lagi dengan
metode musyawarah atau dengan cara lain.
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